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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR @}TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] INDRAGIRI HULU,. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri

a.
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan KegiatanPemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diaturlebih lanjut mengenai pedoman pendanaan kegiatanpemilihan dimaksud di daerah;. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:900/9629/SJ tentang Pendanaan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020 perlu ditindaklanjuti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Pedoman Pendanaan Kegiatan PemilihanBupati dan Wakil Bupati yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1

Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

2.
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat IT Indragiri Hilir denganmengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2754);. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

3.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5898);8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimanadiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan ...
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupatidan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabupatenIndragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenIndragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah KabupatenIndragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDANAANKEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANGBERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.Kepala Daerah adalah Bupati.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Huh.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPUKabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggarapemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupatidan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut BawasluKabupaten adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihanumum di wilayah kabupaten.

3.
4,
5.

6.

7.

Q



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Pemilihan Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaankedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan WakilBupati secara langsung dan demokratis.Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhankegiatan pemilihan Bupati danWakil Bupati yang bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan denganperaturan daerah.
PeraturanDaerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengannama lain adalah Perda Kabupaten Indragiri Hulu.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Indragiri Hulu.Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberiHibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkanperuntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalamAPBD untuk diberikan kepada KPU/komisi independen pemilihankabupaten, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten dalamrangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerah.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalahNaskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara PemerintahDaerah dengan penerima Hibah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyaitugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagaiBendaharawan Umum Daerah.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalahtim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh SekretarisDaerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakanBupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri daripejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengankebutuhan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Huluselaku Bendaharawan Umum Daerah.

8.

Pasal 2Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagiperangkat daerah yangmenyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerahdalam melaksanakan penyaluran pendanaan untuk pemilihan Bupati dan WakilBupati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 3Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyalurananggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ...
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Pasal 4Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:a.

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

penganggaran;
pelaksanaan dan penatausahaan;pelaporan; dan
pertanggungjawaban.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 5Penganggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diusulkan olehKPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten kepada bupati.Penganggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diusulkan olehKPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padastandar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan olehKetua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.Penganggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang diusuikanoleh Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanpada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkanoleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeridan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan.
Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3)

Pasal 6Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan WakilBupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4),selanjutnya dibahas bersama antara:a. TAPD dengan KPU Kabupaten; dan/ataub. TAPD dengan Bawaslu Kabupaten.Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukmengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan WakilBupati sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan hargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadidasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 7Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihandalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBDtetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan PendanaanKegiatan Pemilihan Bupati danWakil Bupati sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (4), Pemerintah Daerahmelakukan penyesuaian penganggaranmendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan caramenetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.

(2) Dalam ...



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)
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Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan Kegiatan PemilihanBupati dan Wakil Bupati dalam Perda tentang perubahan APBD atau telahmenganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahanAPBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhanPendanaan Kegiatan Pemilihan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (4), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggarandengan mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahanAPBD.
Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitungsetelah Peraturan Bupati ditetapkan.Dalam hal penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatanPeraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalamrancangan Perda tentang perubahan APBD.Dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD,materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dimuat dalam laporan realisasi anggaran.Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dimuat dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8
Penyesuaian penganggaran kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan pergeseran anggaran dari:a.
b.

Cc.

(1)

(2)

(3)

(1)

belanja tidak terduga;dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnyaserta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ataumemanfaatkan kas yang tersedia.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9Pelaksanaan dan penatausahaan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atauPeraturan Bupati tentang penjabaran APBD.Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Peraturan Bupati tentangpenjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusunDPA-PPKD.
DPA-PPKD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selakukoordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untukPendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, terdiri atasBelanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupatendan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada BawasluKabupaten.

(2) DPA-PPKD ...



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasarpelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPUKabupaten dan Bawaslu Kabupaten dituangkan dalam NPHD danditandatangani oleh:
a. Bupati dengan Ketua KPU kabupaten; danb. Bupati dengan Ketua Bawaslu kabupaten.NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuatketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima Hibah;b. tujuan pemberian Hibah;
c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;d. hak dan kewajiban; dan
e. tata cara penyaluran Hibah.
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan paktaintegritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yangditerima akan digunakan sesuai dengan NPHD.NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan format NPHDsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah KegiatanPemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten memberitahukan kepadaBupati.
Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimanapada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibahkegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

Pasal 13PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi PemerintahDaerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatanPemilihan kepada:
a. KPU Kabupaten; dan
b. Bawaslu Kabupaten.Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahapsesuai dengan kemampuan keuangan daerah.Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukansekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung’ setelahpenandatanganan NPHD.

(3) Dalam ...



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahapsebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan denganketentuan:
a. tahap kesatu sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD;b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dandicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutansuara; dan
c. tahap ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat(3), pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan tanpa menyampaikanlaporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15
Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi:a. perubahan jumlah pasangan calon;b. penghitungan dan pemungutan suara ulang;c. Pemilihan lanjutan; dan/ataud. Pemilihan susulan
yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan danaHibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD.Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denganmemperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima olehKPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten.Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlahpasangan calon Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran danrincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dantahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanjahibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (3), tetap dilaksanakan.
Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksudpada ayat (3), diperhitungkan setelah semua tahapan Pemilihan selesai.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 16
Pelaporan dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten denganmenyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihankepada Bupati.
Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulansetelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

BAB ...



BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17
(1) Pertanggungjawaban dilakukan oleh KPU Kabupaten secara formal danmaterial terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yangdikelola oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2) Pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten secara formal danmaterial terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yangdikelola oleh Bawaslu Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 18
Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisadana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupatenwajibmengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga)bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilihsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri—

2019
Ditetapkan di Rengat

tanggal § rovpucer

NDRAGIRI HULU20% BUPA

H. YOPI ARIAN
Diundangkan di Rengat
pada tanggal © povemecge 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 8+
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR :: at TAHUN 2019
TANGGAL : 5 tovemsee 2019

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DAN LAPORANPENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN
I. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH

A. Naskah Perjanjian Hibah Komisi Pemilihan Umum

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Nomor’
Nomor':

TENTANGPELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN
Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ... (Nama Lengkap)

2.... (Nama Lengkap)

Berdasarkan:

Bupati Indragiri Hulu, berkedudukan danberalamat di Jalan ... Kabupaten Indragiri Hulu,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas namaPemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaiPemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAKKESATU.
Ketua Komisi Pemilihan Umum KabupatenIndragiri Hulu .. Berkedudukan dan
beralamat di Jalan vesy bertindakdalam jabatannya untuk dan atas nama KomisiPemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu,sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat IT Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2754);



10.

Ll.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6109};Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atauJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor33);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang SistemAkutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2072);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata CaraPengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan PemilihanGubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 812);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang AdministrasiPengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor990);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang PengelolaanRekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1727);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota;

3.

4.

5.

6.

7.

8.



13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan KomisiPemilihan Umum;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa danHonorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan AnggaranDalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk KegiatanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Wali Kota dan WakilWali Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor202/KU.05Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas KeputusanKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ... Nomor ... Tahun ... tentangAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun ...;PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebutPARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan PemerintahDaerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran ...; danb. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimanadimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yangdiperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun ....Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukanPerjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAKKEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. ... (....).Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu TahunAnggaran ....



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk
membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenIndragiri Hulu Tahun ....
Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri HuluTahun ... mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hinggaberakhirnya proses Pemilihan.
Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai denganRincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten IndragiriHulu berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimanatercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah KegiatanPemilihan.
Kewajiban PIHAK KESATU:
a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yangditerima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian HibahDaerah;
b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danc. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaanBelanja Hibah Kegaiatan Pemilihan yang dikelola sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUAdilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah PemerintahKabupaten Indragiri Hulu ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh KPUKabupaten Indragiri Hulu ... pada Bank Nomor Rekening ....Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukansetelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah danPIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiridengan:
a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;b. Pakta Integritas;
c. Surat Perranggungjawaban Mutlak;
d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telahditandatangani dan distempel.



(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakansekaligus sebesar Rp ... (... rupiah) dan/atau dalam 3 (tiga) tahap, denganketentuan sebagai berikut:
a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilaiNPHD atau sebesar Rp ... (.... rupiah), dan dicairkan paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;b. tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHDatau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat)bulan sebelum hari pemungutan suara;
c. tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHDatau sebesar Rp... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulansebelum hari pemungutan suara.

(4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan sebelumnya.

3

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yangdihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku danmenyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yangdidanai dari Dana Hibah Daerah.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah danmenyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulanpengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
(4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihanpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatancalon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu sampai dengan3 (tiga) bulansetelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih KabupatenIndragiri Hulu Tahun ....

3

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCEMAJEURE)

(1) Keadaan kahar (force majeure) antara lain termasuk kebakaran, ledakan,gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar,huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah(moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.(2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajibanberdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atautertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).



(3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaankahar (force majeure), pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure)membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yangtidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (force majeure) tersebutdan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejakkeadaan kahar (force majeure) sampai pelaksanaan diharapkanterlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau
perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untukmenyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapaimufakat.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksudayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui
Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum
Provinsi/Kabupaten/Kota ....

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasasebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/RencanaAnggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu selain kebutuhan barang danjasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kebutuhan danStandar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan PemilihanGubernur/Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada peraturanperundang-undangan.
(2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAKKEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapatsisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten harus mengembalikansisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelahpengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikankepada Kas Daerah.
(4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun ...,terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke KasNegara/Kas Daerah.
(S) Apabila proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih,PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlumelampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua)atau lebih.
(6) Apabila terjadi kegiatan pemiihan lanjutan, Pemilihan susulan ataupemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikananggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan ataupemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.



Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutansuara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yangmengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui
perubahan/ addendum NPHD.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupunpenambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalamrangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masingmempunyai kekuatan hukumyang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATUKETUA KPU KABUPATEN BUPATI INDRAGIRI HULUINDRAGIRI HULU

(nama lengkap) (nama lengkap)



B. Naskah Perjanjian Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Nomor’
Nomor’

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN
Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ... (Nama Lengkap) : Bupati Indragiri Hulu, berkedudukan dan
beralamat di Jalan ... Kabupaten Indragiri Hulu,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut
PIHAK KESATU.

2. ... (Nama Lengkap) : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu ... Berkedudukan dan
beralamat di Jalan bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pemilihan Umum Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu,
sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebutPIHAK KEDUA.

Berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2754);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atauJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2072);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 812);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi
Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republ Ik Indonesia Tahun 2017 Nomor
990);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang PengelolaanRekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1727);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 773);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota;

3.

4.

5.

Ne
6.

7.

8.

9.



15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun.tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;16. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebutPARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan PemerintahDaerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri HuluTahun Anggaran ...; dan

b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimanadimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yangdiperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun ....Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan

Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAKKEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. ... (....).(2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran ....

Pasal 2
PENGGUNAAN HIBAH

(1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk
membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Indragiri Hulu Tahun ....

(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenIndragiri Hulu Tahun ... mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraanhingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.(3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai denganRincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ...berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantumdalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah KegiatanPemilihan.
(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.



(3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yangditerima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah;

b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danc. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

(1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUAdilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola olehBawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada Bank Nomor Rekening ....

(2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukansetelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah danPIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiridengan:
a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. Pakta Integritas;
c. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatanganidan distempel.

(3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakansekaligus sebesar Rp ... (... rupiah) dan/atau dalam 3 (tiga) tahap, denganketentuan sebagai berikut:
a.tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilaiNPHD atau sebesar Rp ... (.... rupiah), dan dicairkan paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;b. tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHDatau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 4
(empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan

c. tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHDatau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulansebelum hari pemungutan suara.
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Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yangdihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 danPasal 2.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yangdidanai dari Dana Hibah Daerah.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulansetelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAKKESATU.



(4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan
Gubernur/Bupati/Wali Kota sampai dengan tahapan setelah pengusulan
pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun ...
terpilih.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan kahar (force majeure) antara lain termasuk kebakaran, ledakan,
gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar,
huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah
(moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau
tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan
kahar (force majeure), pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure)
membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang
tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (force majeure) tersebut
dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak
keadaan kahar (force majeure) sampai pelaksanaan diharapkan
terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau
perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapaimufakat.

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud
ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui
Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum
Provinsi/Kabupaten/Kota ....

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) PIHAK KEDUA dapatmelaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana AnggaranBiaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam
peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk
mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Indragiri Hulu Tahun ....



(2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraanpemilihan Bupati Indragiri Hulu Tahun ... masih terdapat sisa Dana HibahDaerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnyake Kas Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu melalui
Rekening Kas Umum Daerah Nomor ... pada Bank ... Cabang ....

(3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperolehJasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro keKas Negara.
(4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih,PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlumelampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
(5) Apabila terjadi kegiatan Pemiihan lanjutan, Pemilihan susulan atau

pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikananggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau
pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih
lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupunpenambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal,bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalamrangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masingmempunyai kekuatan hukumyang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATUKETUA BAWASLU BUPATI INDRAGIRI HULUKABUPATEN INDRAGIRI HULU

(nama lengkap) (nama lengkap)



Il. LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

, tanggal

Ketua

tanda tangan

(Nama Lengkap)

yx* BUPATINNDRAGIRI HULU,
~= —

(a. YOPI ARIANTO

NO URAIAN
JUMLAH

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

SISA
(Rp)

KETERANGAN

JUMLAH


